SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

a.

78

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang mengamanahkan Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota
Makassar dan DPRD Kota Makassar

Nomor:188.342/49/BA/BPKAD/X1/2018 ”
Nomor: 188.342/1222/DPRD/X1/2018 ’ tanggal 26 November 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Makassar tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



10.

11,

12

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);



14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3
Tahun 2010 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 2 Tahun 2012);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
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41.
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44,

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor S Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor S Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Makassar Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
terakhir Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Makassar (Lembaran Dacrah Kota Makassar
Tahun 2016 Nomor 8;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daecrah (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Menetapkan :

dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:



a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pendapatan Rp 4.099.952.984.000,00
Belanja Rp 4.262.952.984.000,00

(-)
(Defisit) Rp (163.000.000.000,00)

Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 215.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 52.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp 163.000.000.000,00
Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan Rp -

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp1.649.402.916.000,00;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.911.094.669.000,00; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp539.455.399.000,00.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp1.315.000.000.000,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp133.221.234.000,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan scjumlah
Rp46.645.052.000,00; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
Rp154.536.630.000,00.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp111.573.264.000,00;

Dana Alokasi Umum sejumlah Rp1.389.864.807.000,00; dan
c. Dana Alokasi Khusus secjumlah Rp409.656.598.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp132.804.600.000,00;
b. Dana Darurat sejumlah - ;

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp324.416.000.000,00;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp62.831.999.000,00; dan

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp19.402.800.000,00.

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.223.932.718.000,00; dan
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(3)

(1)

(2)

b. Belanja Langsung sejumlah Rp3.039.020.266.000,00.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp1.140.415.710.000,00;

b. Belanja Bunga sejumlah - ;

c. Belanja Subsidi sejumlah - ;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp58.958.500.000,00;

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah -;

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah - :

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp1.094.538.000,00; dan
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp23.463.970.000,00.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp235.768.008.265,00;

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp1.679.299.942.016,00; dan
c. Belanja Modal sejumlah Rp1.123.952.315.719,00.

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri
dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp215.000.000.000,00; dan

b. Pengeluaran sejumlah Rp52.000.000.000,00.

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp215.000.000.000,00;

Pencairan Dana Cadangan sejumlah - ;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah - ;
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah - ;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah - ; dan
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah -.
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah - ;

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp.52.000.000.000;

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah - ; dan
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah - .

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. LAMPIRAN I Ringkasan APBD;
b. LAMPIRAN II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

organisasi;



c. LAMPIRAN III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daecrah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. LAMPIRAN IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
e. LAMPIRAN V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
LAMPIRAN VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
LAMPIRAN VII Daftar Piutang Daerah;
LAMPIRAN VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

LAMPIRAN [X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Tetap
Daerah;
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j. LAMPIRAN X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asct Lainnya;

k. LAMPIRAN XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Ini;

1. LAMPIRAN XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
m. LAMPIRAN XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 19 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: B.HK.HAM.7-205-18



